REGISTRASI

No. 113/ PUU-XXI /2023
Hari :Rabu

LQ INDONESIA LAW FIRM T
Quotient Group Jam :13:00 WIB

Tangerang, 30 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI
JI. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat- 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pestauli Saragih, S.H., M.H. 5. Ali Amsar Lubis, S.H., M.H.
2. RizkiIndra Permana, S.H., M.H. 6. Arwinsyah P. Napitu, S.H.
3. LaOde Surya Alirman, S.H. 7. Rustina Haryati, S.H.

4. AdiGunawan, S.H., M.H.

Seluruhnya adalah Advokat pada kantor “LQ Indonesia Lawfirm’, yang beralamat di
Karawaci Office Park, Ruko Excelis No. 26A, Lippo Karawaci, Tangerang. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SKK-JR/LQI-ELQ/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023

(Bukti P-1), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan

atas nama:
Nama : Alvim Lim
NIK :3275031001770033

Pekerjaan : Advokat
Alamat : J1. Raya Binong Kav 9, RT.001/RW.001, Kel. Binong, Kec. Curug

Kab. Tangerang, Provinsi Banten

Untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”".
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Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil (Judicial
Review) atas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4288) (selanjutnya disebut “Pasal 16 UU Advokat”) (Bukti P-2) terhadap
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) (Bukti
P-3). Adapun kutipan dari pasal-pasal a quo adalah sebagai berikut:

Pasal 16 UU Advokat
“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan

pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Bahwa untuk itu Pemohon terlebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
sebagai berikut:
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KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

L.

Bahwa merujuk pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer.
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi”:

2. Bahwa merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan

tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa merujuk pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076)
(selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang mengatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;
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4. Bahwa merujuk pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut “UU MK") (Bukti P-4) yang
menyatakan:

‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

¢. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;

5. Bahwa merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang sebagaimana telah diubah
dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut “UU P3”) yang

menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Page 4 of 29



6. Bahwa berdasarkan rujukan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka dapat
dipastikan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan

pengujian peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945;

7. Bahwa tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga
pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Sehingga apabila terdapat
undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka
Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat baik itu dalam hal materi muatan ayat,

pasal, dan/atau bagian dari undang-udang termasuk keseluruhannya;

8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah
Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran terhadap sebuah
ketentuan pasal dalam undang-undang agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.
Adapun tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas dalam suatu
pasal/materi di dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya
(the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga
terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau

multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk melakukan judicial review atas Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Pasal 28C ayat (2),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mana hal ini selaras dengan dasar tujuan
pembentukan Mahkamah Konstitusi, peran Mahkamah Konstitusi dan juga
kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan baik itu oleh Undang-
Undang Dasar NRI 1945 maupun Undang-Undang yang berlaku.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON, KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON DAN TIDAK NEBIS IN IDEM
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A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1,

Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang perlu
dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian
Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi
sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mana

menyatakan:

‘Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak
Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

¢. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

Bahwa merujuk pada Penjelasan dari Pasal 51 ayat (1) UU MK
menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) berserta dengan
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka dapat disimpulkan terdapat 2
(dua) syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk memiliki
kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-
undang pada Mahkamah Konstitusi, yaitu:

2.1. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan
2.2. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang

dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
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3. Bahwa sehubungan syarat kedudukan hukum Pemohon juga diatur dalam
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun

2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut “PMK 2/2021") yang menyatakan:

“Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang undang atau perppu, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

¢. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

d. Lembaga negara.

4. Bahwa lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada
Putusan MK Nomor 006/PUU-I1I/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007

menerangkan bahwa:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Permohoan sebagai
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:

a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;

¢. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
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d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan

berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan

pengujian; dan

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak

akan terjadi.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas,

maka Pemohon akan menjelaskan apakah Pemohon memiliki Kedudukan

Hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Pengujian

Undang-Undang ini, ada pun penjelasannya adalah sebagai:

a. Pertama, Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang
mana dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik

Pemohon (Bukti P-5). Oleh karena itu, Pemohon telah memenuhi

syarat untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan ini sesuai dengan
ketentuan yang telah tertuang pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021;

b. Kedua, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan atas dasar

bahwa Pemohon merasa atau menganggap bahwa:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku;

Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujiannya;

Adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus)
dan actual;

Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional
dan  berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujiannya; dan

Pemohon menganggap bahwa adanya kemungkinan dengan
dikabulkannya Permohonan Pemohon maka kerugian
konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon diharapkan

tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang.
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Atas dasar tersebut maka, Pemohon telah memenuhi syarat

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021.

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Pasal 28C ayat (2),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam hal ini Pemohon telah
memenuhi ketentuan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2) PMK 2/2021.

B. Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon telah memenuhi
syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu

Pemohon akan menguraikan hal tersebut untuk memperjelas kerugian yang

dialami oleh Pemohon berdasarkan ketentuan a quo, maka berikut uraian dari

Pemohon:

i &

Bahwa dasar pengajuan Permohonan ini adalah untuk menguji Pasal 16
UU Advokat yang mana dirasa telah merugikan Hak Konstitusional
Pemohon berdasarkan pada Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1),
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

Bahwa merujuk pada Pasal 16 UU Advokat, yang mana kemudian telah
ditetapkan penafsiran lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013

sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana

dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk

kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan”
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Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi
sebagai Advokat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
PERADIN Nomor Kep.08.062-VI1.2016 tanggal 27 Juli 2016 (Bukti P-6),

Kartu Anggota Advokat milik Pemohon dan Berita Acara Sumpah milik
Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Bahwa sebagai Advokat, maka Pemohon telah diberikan hak imunitas
dalam menjalankan tugasnya berdasarkan itikad baik untuk kepentingan

pembelaan klien sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 16 UU Advokat;

Bahwa Pemohon dalam menjalankan profesi sebagai Advokat berpotensi
berbenturan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian
maupun Kejaksaan, sehingga dapat terjadi kemungkinan kriminalisasi
yang dapat menimbulkan penuntutan di dalam persidangan baik secara
perdata maupun pidana saat menjalankan tugasnya meskipun dengan
iktikad baik;

Bahwa Pemohon saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh
Kepolisian Republik Indonesia dengan Laporan Polisi Nomor
LP/B/0536/1X/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 19 September
2022 atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah
dan/atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan
keonaran di kalangan rakyat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti
atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap berdasarkan Pasal 45
ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2)
dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP;

Bahwa Pemohon sebagai Advokat telah menjalankan profesinya dengan
itikad baik dalam hal membela, mewakili, mendampingi, dan memberikan
bantuan hukum di luar pengadilan demi kepentingan klien Pemohon oleh

karena itu selanjutnya Pemohon menyampaikan fakta melalui media agar
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10.

mendapatkan atensi dari pemerintah serta Masyarakat. Adapun yang
dimaksud menyampaikan fakta melalui media tersebut adalah ketika
Pemohon melakukan video podcast pada salah satu kanal media dan

membongkar suatu fakta yang menimpa klien Pemohon:

Bahwa meskipun demikian, Pemohon tetap ditetapkan sebagai Tersangka,
sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor:
S.Tap/56/X1/2022/Dittipidsiber tertanggal 08 November 2022:

Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, maka hal
tersebut telah merugikan kehormatan Pemohon sebagai Advokat yang
tentu saja berdampak buruk kepada citra Pemohon yang sedang
menjalani profesinya. Lebih lanjut, dengan ditetapkan Pemohon sebagai
Tersangka, maka hal tersebut menimbulkan:
Telah mencoreng kehormatan Profesi Advokat (Officium Nobile);
b. Telah merenggut hak imunitas yang dimiliki Pemohon sebagai
Advokat;
c. Telah mengakibatkan Pemohon mengalami ketidakpastian hukum
terhadap mekanisme hak imunitas yang melindungi advokat dalam
menjalankan fungsi profesinya, dimana advokat tetap dapat dituntut

secara pidana saat menjalankan profesinya.

Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021
tentang ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945, adapun hak konstitusional yang dimiliki oleh
Pemohon sekaligus yang menjadi dasar pengujian undang-undang dalam

Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan

negaranya.”
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13

12

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 2/2021

tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujiannya, yang mana dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a. Bahwa baik pada Pasal 16 maupun pada Penjelasan Pasal 16 UU
Advokat tidak mengatur dengan jelas tentang batasan-batasan atau
dalam ruang lingkup seperti apa seorang Advokat yang menjalankan
profesinya dengan itikad baik tidak dapat dituntut.

b. Bahwa dikarenakan di dalam Pasal 16 maupun Penjelasan Pasal 16
UU Advokat tidak mengatur sejauh mana atau dalam ruang lingkup
seperti apa hak imunitas seorang Advokat, oleh karena itu hak
imunitas Advokat sering dilanggar sehingga tidak adanya kepastian
hukum. Maka dengan tidak adanya kepastian hukum bagi Pemohon
atas hal tersebut, sehingga dapat dikatakan Pasal 16 UU Advokat telah
merugikan hak konstitusional Pemohon yang mana telah dijamin oleh
UUD NRI 1945 pada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal
28G ayat (1).

Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ PMK 2/2021
tentang adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus)
dan aktual, adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah meskipun
Pemohon memiliki hak imunitas sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal

16 UU Advokat, namun pada faktanya saat ini Pemohon telah ditetapkan
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13.

14.

E5:

sebagai Tersangka pada Laporan Polisi @ quo. Hal tersebut dikarekan tidak
adanya kepastian hukum dalam Pasal 16 UU Advokat, sehingga
menimbulkan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon
sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021
tentang adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, dalam
hal ini Pasal 16 UU Advokat hanya memberikan hak imunitas kepada
Advokat namun tidak dapat memberikan jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum sehingga hal ini pula yang menyebabkan Pemohon
sebagai seorang Advokat mendapatkan tindakan kriminalisasi dengan
telah dijadikan sebagai Tersangka pada Laporan Polisi @ quo meskipun
Pemohon menjalankan profesinya dengan itikad baik. Maka tentu dengan
adanya tindakan kriminalisasi yang Pemohon alami, hal ini merupakan
pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon
sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021
tentang Pemohon menganggap bahwa adanya kemungkinan dengan
dikabulkannya Permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional
seperti yang dialami oleh Pemohon diharapkan tidak akan terjadi lagi di
masa yang akan datang. Sehingga jelas yang maksud dalam hal ini adalah
apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka
di masa yang akan datang diharapkan tidak akan terjadi lagi kerugian
konstitusional seperti yang dialami oleh Pemohon baik itu untuk diri

Pemohon itu sendiri maupun untuk teman sejawat Advokat lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dapat
disimpulkan Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang jelas

untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 16
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Pasal
28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam hal ini Pemohon
telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021.

C. Permohonan Dapat Diuji Kembali / Tidak Nebis In Idem
Nebis In Idem adalah asas yang diterapkan dalam sebuah perkara yang mana
apabila obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh
pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau
menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Oleh karena itu
perlu Pemohon jelaskan bahwa dalam hal ini Permohonan Pemohon dapat diuji

kembali/tidak Nebis In Idem, adapun dengan penjelasan sebagai berikut:

1.  Bahwa merujuk pada Pasal 60 UU MK yang mana menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar

pengujian berbeda.

2. Bahwa merujuk pada Pasal 78 PMK 2/2021 yang mana menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam
undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat
dimajukan kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan
dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang
berbeda.
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Bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas maka Syarat suatu materi

muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji

adalah apabila:

a. Jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda; atau

b. Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda

Bahwa Pasal 16 UU Advokat sebelumnya sudah pernah diajukan
pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dan sudah pernah diputus
melalui putusan sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-1/2003;

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013;

¢. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018;

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2018;

Bahwa setelah mengkaji dan meneliti putusan-putusan tersebut di atas,
maka dapat diketahui secara pasti dan jelas yang mana Permohonan
Pemohon tidak dapat kualifikasikan sebagai Nebis In Idem karena
memiliki perbedaan, adapun perbedaan yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

Nomor Putusan
Dasar Pengujian
Mahkamah Petitum

(Batu Uji)
Konstitusi
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019/PUU-1/2003

Pasal 16 UU
Advokat terhadap
Pasal 28 D ayat
(1) UUD NRI 1945

Menyatakan tidak adanya
ketentuan yang mengatur
mengenai pemberian sanksi
terhadap adanya tindakan
yang
menghalang-halangi hak-hak

membatasi atau

advokat tersebut di atas
dalam menjalankan
profesinya, suatu

bentuk

sebagai
jaminan dan
perlindungan hukum, dalam
UU No. 18 Tahun 2003
adalah bertentangan dengan

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

26/PUU-XI/2013 | Pasal 16 UU Menyatakan Pasal 16 UU
Advokat terhadap | 18/2003 menjadi "Advokat
Pasal 28 D ayat tidak dapat dituntut baik
(1), Pasal 28 G secara perdata maupun
ayat (1), Pasal 28 | pidana dalam menjalankan
H ayat (2) UUD tugas profesinya dengan
NRI 1945 itikad baik untuk
kepentingan pembelaan
klien di dalam dan di luar
sidang pengadilan”
52/PUU-XVI/2018 | Pasal 16 UU Menyatakan 16 UU 18/2003
Advokat terhadap | bertentangan dengan UUD

Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28 D ayat
(1), Pasal 28 G
ayat (1) UUD NRI
1945

NRI 1945 tidak

mempunyai kekuatan hukum

dan

mengikat sepanjang tidak
dipenuhi syarat bahwa frasa

“tidak dapat dituntut secara

perdata maupun pidana
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dalam menjalankan tugas
profesinya dengan itikad
baik”  tidak  dimaknai
“Pengajuan Permohonan
Gugatan Perdata ataupun
Proses Pemanggilan dan
permintaan keterangan
sehubungan dengan adanya
dugaan tindak pidana
kepada Advokat yang sedang
menjalankan tugas
profesinya hanya dapat
dilakukan setelah
mendapatkan  Keputusan
hasil pemeriksaan dari
Dewan Kehormatan

Organisasi Advokat”
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56/PUU-XVI/2018

Pasal 16 UU
Advokat terhadap
Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28 D ayat
(1), Pasal 28 G
ayat (1) dan Pasal
28 G ayat (2) UUD
NRI 1945

Menyatakan Pasal 16 UU
18/2003 bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 24D ayat (1), Pasal
28G ayat (1) dan Pasal 28G
ayat (2) UUD 1945
sepanjang tidak dipenuhi
syarat “iktikad baik”, tidak
dimaknai Advokat tidak
dapat dituntut baik secara
perdata maupun pidana
dalam menjalankan tugas
profesinya dengan iktikad
baik untuk kepentingan
pembelaan klien di dalam
maupun di luar sidang
pengadilan, dengan terlebih
dahulu dilakukan
pemeriksaan oleh Dewan
Kehormatan Organisasi
Advokat untuk
mendapatkan penilaian dan

keputusan

Bahwa dasar pengujian yang diajukan oleh Pemohon ada Pasal 16 UU
Advokat terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI 1945 dan alasan pengajuan Permohonan ini adalah

untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak imunitas Advokat dengan

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penambahan

frasa pada Pasal 16 UU Advokat demi kejelasan tentang batasan-batasan

maupun ruang lingkup dari hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat

dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik, selain itu Pemohon

juga melalui permohonan ini hendak mohonkan kepada Mahkamah

Page 18 of 29



Konstitusi untuk memberikan penafsiran lebih lanjut terhadap Pasal 16
UU Advokat untuk lebih menerangkan lebih lanjut apabila terjadi
penuntutan terhadap Advokat baik itu secara pidana maupun perdata

baik di dalam maupun di luar persidangan;

7. Bahwaberdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon
beranggapan Permohonan ini tidak dapat dikategorikan Nebis in
idem karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan
pengujian dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon.
Oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan yang sebagaimana
diatur dalam Pasal 60 UU MK Jo. Pasal 78 PMK 2/2021.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Pasal 16 UU ADVOKAT Bertentangan Dengan Pasal 28C Ayat (2) Dan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon
Untuk Memajukan Diri Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif dan
Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil Dihadapan Hukum
Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Advokat berbunyi:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan

klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

Pasal di atas bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945 yang menjamin hak konstitusional pemohon untuk memajukan diri dalam
memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk mendapatkan kepastian hukum
yang adil di dalam penerapan hukum. Dengan demikian, UU Advokat

bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menjelaskan pokok permasalahan (rechtsvraag), dalam hal
ini Pemohon merupakan selaku Advokat berdasarkan Surat Kuasa Nomor
008/SKK-LQI/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019 (BUKTI P-7). Pemohon
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sebagai Advokat sedang melakukan pembelaan di luar pengadilan

terhadap kliennya atas nama Sdri. Phioruci Pangkaraya;

. Bahwa dalam upaya yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya
Pemohon  dijadikan sebagai Tersangka berdasarkan Nomor:
S.Tap/56/X1/2022/Dittipidsiber tertanggal 08 November 2022 (BUKTI P-
8) atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/1X/2022/SPKT/BARESKRIM
POLRI tertanggal 19 September 2022 dengan nama Pelapor Sru Astuti, S.H.,
terkait dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan/atau
mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di
kalangan rakyat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar
yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan
(2) dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP;

. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka ketika menjelaskan duduk
perkara yang menimpa Kliennya dalam video podcast di kanal Youtube
Quotient TV dengan judul: “SERIAL KEJAKSAAN SARANG MAFIA OKNUM
JAKSA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI”,
terkait kendaraan 1 (satu) unit mobil Mazda Biante milik kliennya yang
telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya klien
dapat informasi dari Sdr. Hadi (pihak leasing), yakni dapat melakukan
sistem pinjam pakai atas mobil tersebut dengan cara melakukan
pembayaran terlebih dahulu. Pemohon dalam menguraikan fakta-faktanya
disertai dengan menampilkan bukti keterangan Sdr. Hadi (pihak leasing)
yang direkam oleh Pemohon (Bukti P-9), bukti percakapan via Whatsapp
dengan Sdr. Hadi (pihak leasing) (Bukti P-10), bukti transfer (Bukti P-11),
serta bukti surat aduan masyarakat dan permohonan klarifikasi kepada
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dengan nomor surat:
001/ATS/I1X/2019 tertanggal 06 September 2019 (Bukti P-12);
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4. Bahwa terkait kanal Youtube Quotient TV tersebut bukan merupakan milik
pribadi, melainkan merupakan bagian dari produk jurnalistik, berupa
portal berita video streaming news dari wartahukum.com atau PT. Kabar
Intermedia Indonesia (Bukti P-13);

5. Bahwa terdapat perkara serupa dengan yang dialami oleh Pemohon, yakni
kasus atas nama Kamaruddin Simanjuntak yang berprofesi sebagai
advokat, yang mana dalam hal ini sedang menjalani tugas di luar
persidangannya dengan cara menyampaikan duduk perkara yang dialami
oleh kliennya melalui video podcast di salah satu media youtube, yang
kemudian dilaporkan oleh Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih atas
dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28
ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Dittipidsiber Bareskrim

Polri;

6. Bahwa dalam Pasal 16 UU Advokat tidak mengatur terkait tidak
dilakukannya penyidikan. Oleh karena itu, kekosongan hukum dalam
mengatasi adanya kesewenangan dari pihak-pihak aparat penegak hukum
yang tidak bertanggung jawab ataupun adanya kelalaian atau kealpaan dari
aparat penegak hukum diperlukan adanya penambahan frasa “tidak dapat
diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan”, untuk memperoleh
keadilan dan harapan warga negara Indonesia khususnya para pencari
keadilan yang menginginkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam
Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia sebagaimana amanah UUD
1945. Maraknya pemberitaan dan kejadian adanya dugaan kesewenangan
pihak-pihak aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada
masyarakat khususnya para pencari keadilan, menimbulkan urgent need
atau kebutuhan mendesak untuk melakukan Judicial Review sebagai Check
and Balance System untuk mencegah dan menghindari ketidakpastian

hukum.
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7. Bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 secara jelas menentukan bahwa:
“Setiap  orang  berhak untuk memajukan dirinya  dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya’. Dengan tidak dicantumkannya frasa “tidak dapat
diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan” dalam Pasal 16 UU
ADVOKAT dalam wewenang penyidik, maka Pemohon tersebut sudah
kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya dalam
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Terlebih lagi dikaitkan
dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum.

8. Bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar dimana Pasal 16
UU ADVOKAT tidak memiliki “clarity and surety” atas larangan dilakukan
penyidikan oleh penyidik karena tidak adanya frasa “tidak dapat diproses
hukum pidana dalam tahap penyidikan” sehingga selayaknya penyidik
tidak menyidik seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya dalam
melakukan pembelaan dengan itikad baik kepada kliennya agar tidak ada
keraguan dan interpretasi berbeda dari penyidik untuk menjaga kepastian

hukum yang adil bagi warga negara Indonesia termasuk Pemohon.

9. Bahwa dengan ditambahkannya frasa “tidak dapat diproses hukum
pidana dalam tahap penyidikan” dalam Pasal 16 UU ADVOKAT akan
memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana tertera dalam Pasal
28C Ayat (2) Dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Hak
Konstitusional Pemohon Untuk Memajukan Diri Dalam
Memperjuangkan Hak Secara Kolektif dan Hak Untuk Mendapatkan
Kepastian Hukum Yang Adil Dihadapan Hukum. Kata kepastian hukum
yang Adil di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini
penting ketika adanya penambahan frasa “tidak dapat diproses hukum
pidana dalam tahap penyidikan” untuk menghindari penyalahgunaan
wewenang oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab,
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10.

2 b

12.

sehingga hal tersebut dapat di minimalisir atau dicegah sebagai salah satu
mekanisme kontrol untuk kepentingan pengawasan secara horizontal
terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional kepada pemohon untuk

memperoleh keadilan.

Bahwa kekosongan hukum yang terjadi dengan tidak adanya frasa “tidak
dapat diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan” selain yang
dialami Pemohon, juga banyak terjadi di Masyarakat, seperti Pihak
kepolisian yang melakukan penyidikan dan menggunakan upaya paksa,
tangkap, tahan dan penetapan tersangka sehingga menjadi daya tekan
pihak kepolisian untuk menghalangi dan mengintervensi advokat yang
sedang bertugas dalam pembelaan kliennya. Dengan dilakukan upaya
paksa seperti ditangkap, ditahan dan dijadikan tersangka menimbulkan
persepsi dan pandangan masyarakat terhadap advokat telah rusak dan

mencoreng kehormatan profesi advokat;

Bahwa advokat sebagai Officium Nobile seharusnya menjadi profesi
terhormat dan dihargai oleh aparat penegak hukum lain, namun klausal
yang ada saat ini di Pasal 16 UU Advokat hanya menyebutkan tidak boleh
dituntut, yang berarti secara harfiah tidak adanya proses penuntutan oleh
Jaksa di pengadilan. Hal ini perlu ditegaskan dan diperjelas bahwa bukan
hanya tidak boleh dituntut melainkan tidak boleh dilakukan penyidikan
pula sehingga advokat tidak bisa dikriminalisasi meskipun dalam membela

kliennya baik di dalam maupun di luar sidang sudah dilakukan itikad baik;

Bahwa berdasarkan Pasal 16 UU Advokat, terdapat frasa “tidak dapat
dituntut” yang sering kali diartikan oleh aparat penegak hukum tidak
berlaku dalam lingkup Kkepolisian, melainkan berlaku dalam sidang
pengadilan. Sehingga pihak kepolisian beranggapan diperbolehkan oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan dan upaya paksa, seperti
menangkap, menahan, menyita dan menetapkan advokat sebagai
tersangka yang menjalankan fungsi profesinya khususnya melakukan

pembelaan kepada kliennya. Oleh karenanya, perlu bagi Mahkamah
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13.

14.

Konstitusi untuk menegaskan dan memperjelas dengan frasa “tidak dapat
diproses hukum pidana dalam tahap penyidikan” untuk melarang
adanya penyidikan terhadap advokat yang menjalankan profesinya
sehingga hak imunitas dapat melindungi advokat secara menyeluruh dan
efektif. Karena jika seorang advokat sudah dilakukan upaya paksa dalam
penyidikan, walaupun lepas di pengadilan dari tuntutan, namun kerugian
faktual sudah dialami dan penegakan hukum sudah tercederai dan
martabat seorang advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum sudah
direndahkan dan hal ini perlu tindakan Mahkamah Konstitusi untuk

memperjelasnya dengan permohonan yang pemohon ajukan;

Bahwa sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan
permohonan perkara nomor: 26/PUU-XI/2013 terhadap pengujian Pasal
16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dikenal
memiliki hak imunitas advokat yang diajukan oleh sejumlah advokat
dengan menambahkan klausul di luar sidang pengadilan, sehingga
imunitas advokat bukan hanya berlaku dalam persidangan maupun di luar
persidangan. Namun, berkembangnya zaman dan maraknya pihak-pihak
aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab maka dibutuhkan
perluasan dan memperjelas lingkupan imunitas advokat sehingga tidak

menjadi celah dan kelemahan dalam upaya membengkokan hukum;

Bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Pemohon telah membuat surat Aduan
Dugaan Kriminalisasi dan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh
Anggota Kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Siber atas Laporan
Polisi a quo, yang mana pihak kepolisian tersebut tetap melaksanakan
penyidikan dan menetapkan Tersangka terhadap Pemohon yang sedang
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Advokat, sebagaimana
dituangkan dalam surat aduan nomor: 080/ADU/LQI-ELQ/VIII/2023
tertanggal 09 Agustus 2023 (Bukti P-14);

15.Bahwa Pemohon juga telah menghubungi Kepala Kepolisian Republik

Indonesia (Kapolri) terkait penetapan tersangka Pemohon dan kemudian
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Kapolri menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa
menolak Laporan Polisi dan tetap menjalankan proses penyidikan karena
adanya Laporan Polisi sehingga sampai pada penetapan tersangka.” maka
atas hal tersebut proses hukum dalam tahap penyidikan yang dijalankan
oleh Pemohon tetap dilakukan meskipun melanggar Pasal 16 UU Advokat.
Dimana dalam proses penyidikan, Penyidik dapat melakukan upaya paksa
seperti penahanan, penangkapan, penyitaan, dll yang akan menghambat
dan menghalai Advokat untuk menjalankan tugasnya sehingga hak

imunitas yang dimiliki Advokat tidak lagi melindungi. (Bukti P-15);

16. Bahwa dengan dapat dilakukannya upaya paksa yang dilakukan oleh
Penydik dalam tahap penyidikan, maka hal ini akan menghalangi,
menghambat dan mencegah upaya pembelaan Advokat kepada kliennya
sehingga hak imunitas tidak dapat mencegah terjadinya penghalangan
terhadap pembelaan yang dilakukan Adcokat dengan adanya upaya paksa
sehingga berdampak upaya pembelaan yang dilakukan oleh Advokat dapat

terhenti.

B. Terhadap Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional
Pemohon atas Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan Untuk
Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu

1. Bahwa advokat sebagai seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum baik
didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang sekaligus merupakan profesi yang bebas, mandiri
dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, sehingga seorang Advokat
harus merasakan kebebasan dalam pekerjaannya, tidak merasa takut ataupun
merasa terkait terhadap suatu kekuasaan yang mengintervensi hak kebebasan

tersebut, oleh sebab itu hak imunitas melekat pada profesi advokat;

2. Bahwa peran advokat sebagai pemberi jasa konsultasi hukum, bantuan
hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela, serta

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik didalam
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pengadilan maupun diluar pengadilan sangat membantu masyarakat yang

membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan berarti bagi

pembaharuan hukum secara nasional. Oleh karena itu advokat mendapat

perlindungan hukum, yang mana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat, antara lain:

* Pasal 14: "Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam
membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang
pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan
perundang-undangan”;

» Pasal 15: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk
membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap
berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”;

¢ Pasal 16: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun
pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk
kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan’”.

* Pasal 17: “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh
informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah
maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang
diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”;

o Pasal 19 ayat (2): “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan
Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap
penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas
komunikasi elektronik Advokat”;

3. Bahwa atas uraian tersebut sejatinya advokat tidak dapat dituntut secara
perdata maupun pidana saat sedang bertugas berdasarkan kuasa dan
bertindak demi kepentingan klien baik dalam sidang pengadilan maupun
di luar pengadilan, namun tetap dibatasi dengan “itikad baik” yang melekat
pada tindakannya. Pada praktiknya hak imunitas sesungguhnya lebih
diperlukan pada saat advokat memberikan bantuan jasa hukum diluar
pengadilan yang mana dalam pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang

advokat sehubungan dengan frasa “diluar pengadilan” belum ada diatur
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dalam penjelasannya, sehigga perlunya di tambahkan dalam penjelasan

pasal terkait cakupan perlindungannya.

. Bahwa tindakan hukum diluar pengadilan yang dilakukan oleh advokat
dalam rangka membela, mempertahankan dan melindungi hak klien justru
lebih rentan dijerat dengan pasal-pasal pidana maupun gugatan perdata
“perbuatan melawan hukum”, yang mana tindakan tersebut dapat berupa
melayangkan somasi, upaya mediasi ataupun pernyataan pers.
Sebagaimana saat ini sudah lazim advokat memberikan pernyataan kepada
media demi kepentingan klien dan biasanya dilakukan karena bentuk salah
satu upaya yang harus dijalankan, seperti menyampaikan segala bentuk
kerugian yang dialami saat sedang melakukan upaya hukum, yang mana hal
tersebut berpengaruh terhadap perkembangan kemajuan kasus klien yang
bersangkutan.

- Bahwa dengan kekaburan dan ketiadaan Penjelasan Pasal a quo dapat
mengakibatkan kriminalisasi terhadap advokat yang sedang menjalankan
tugasnya dan terjadi pembatasan terhadap akses keadilan dari klien untuk
mendapatkan bantuan hukum dari Advokat yang bersangkutan. Hal ini
tentunya akan menjadi masalah yang sama bagi anggota organisasi advokat
yang lain untuk memberikan pembelaan terhadap klien sehubungan

dengan interaksinya terhadap penegak hukum lainnya.

. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terhadap Penjelasan Pasal 16 UU
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harusnya diberikan suatu
pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya
menyatakan bahwa penuntutan perdata maupun pidana terhadap Advokat
tidak dapat dilakukan, baik dalam sidang pengadilan maupun di luar
pengadilan, yang mana mencakup tindakan-tindakan hukum yang
dimaknai dalam penjelasan pasal untuk menjamin adanya kepastian
hukum dan keadilan, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
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IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap
dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan menguji Permohonan Pemohon untuk

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) Dbertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “ Advokat tidak dapat
dituntut baik secara perdata dan/atau tidak dapat diproses hukum pidana pada
tahap penyidikan dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk
kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”,

3. Menyatakan selengkapnya ketentuan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi:

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi
tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.
Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah siding pengadilan dalam setiap
tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Yang dimaksud dengan “diluar sidang pengadilan” adalah segala tindakan hukum
diluar pengadilan seperti melayangkan somasi, melakukan mediasi, memberikan
pernyataan pers (pers release) baik dimedia cetak, elektronik maupun media
online.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.
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Atau

Apablia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

a Hukum Pemohon

Ali Amsar Lubis, S.H.

Rizki Indra Permana, S.H., M.H. Arwinsyah P/Napitu, S.H.
La Ode Surya Alirman, S.H. Rustina Haryati, S.H.

Adi Gunawan, S.H., M.H.
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